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GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR ¢ TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah
yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
nelaksanaan pemerintahan di Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf @ dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan lLembaran Negara
Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Aftas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan
Tanaman {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Gorontalo (L.embaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontaio Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagati
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas penjuaian hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah.
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Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit
ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha
Badan Usaha Miiik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak
swasta.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu
Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oieh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok
retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan
jumiah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas
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Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang
telah ditentukan.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib

© retribusi yang tercantum pada STRD yang belum daluwarsa dan
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retribusi lainnya yang masih terhutang.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Gorontalo.

Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau
bagiannya vyang digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman.

Entres atau disebut juga Mata tempel adalah tunas atau titik tumbuh
tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak
dan/atau mengembangbiakkan tanaman yang diambil dari bagian
ranting atau cabang tanaman.

Hortikultura adalah tanaman jenis buah-buahan, sayuran, rimpang
atau obat-obatan dan tanaman hias.

Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik
unggul nasional maupun unggul lokal.

Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama
dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar,
benih ini diberi label berwarna putih.

Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama
dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu
kelas benih pokok, benih ini diberi label berwarna ungu.

Benih Sebar (tanaman) vyang selanjutnya disingkat BR adalah
keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis
yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label
berwarna biru.

Benih Sebar (ikan) adalah benih yang dihasilkan dari induk pokok.
Benur adalah udang kecil yang berumur 10 — 15 hari yang mampu
beradaptasi terhadap lingkungan budidaya.

Induk Ikan Penjenis (Great Grand Parent Stock) adalah induk ikan
yang dihasitkan oleh dan di bawah pengawasan penyelenggara

pemulia.



